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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

XXXX, tanggal lahir 16 Oktober 1998 /Jumur 20, agama Islam, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX Kec.
Tawang, Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon I;

Dan

XXXX, tanggal 08 Juli 2000 /umur 19, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXX
Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17
September 2019 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
Nomor : 0172/Pdt.P/2019/PA.Tmk, tanggal 17 September 2019, dengan dalil-

dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 04 September 2017, Pemohon | dan Pemohon i
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya,;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama XXXX
sebagai Ayah kandung Pemohon II;

3. Dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan
Mas kawinnya berupa seperangkat alat solat dan uang tunai sebesar Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya
dilangsungkan antara Pemohon | dengan wali nikah tersebut;

4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il tidak
dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Jejaka, dan
Pemohon Il berstatus Gadis;

6. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu;

8. XXXX yang lahir di Tasikmalaya pada 22-03-2018.

Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai dan sampai saat ini Pemohon Il adalah satu-satunya
isteri Pemohon I[;

10.Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan
atas pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut dan selama itu pula
Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;

11.Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah menerima Kutipan Akta
Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Cihideung Kota Tasikmalaya karena pernikahan tersebut ternyata tidak
dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung
Kota Tasikmalaya;

12.Bahwa Pemohon | dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat
Nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sebagai salah satu
syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il suami istri, membuat akta kelahiran anak dll;
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon II
memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cqg. Yth.
Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan
sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il ;

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (XXXX) dan Pemohon Il (XXXX)
yang dilaksanakan pada tanggal 04 September 2017 di wilayah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya,

3. Memohonkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihideung Kota
Tasikmalaya untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan
tersebut,

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah
datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai
dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan
isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxx tanggal 26
Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 25 Maret 2019 yang
dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya. Bukti surat tersebut
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telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Aseli surat keterangan dari KUA Kecamatan Cihiedung, Nomor 474/100/Kel,
tanggal 20 April 2019;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan
permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon  pada pokoknya
diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan akta
kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis
Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum
(Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah
dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah
diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, sesuai dengan Pedoman Pelaksnaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku Il Edisi Revisi 2010, yang
diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor:
KMA/032/SK/V1/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak
ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut
permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan
Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi
dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon | dengan Pemohon |l tersebut apakah
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sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak
melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib
pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa
bukti surat P.1,P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon,
yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik,
dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokan dengan aslinya
ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-
undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan
Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim
berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus
menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta bukti
tertulis ternyata usia Pemohon | saat menikah belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai
usia 16 (enam belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai
laki-laki berumur 18 tahun 10 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di
atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak
dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan
perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 tahun dan umur calon
mempelai wanita haruslah 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal
penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin
kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua
pihak pria atau pihak wanita”;

Menimbang, bahwa saat pernikahannya ternyata Pemohon | tidak

mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, oleh karena itu perkawinan
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Pemohon | dan Pemohon Il tidak memenuhi Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka
permohonan Pemohon | dengan Pemohon Il harus dinyatakan ditolak;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon I
sejumlah Rp 266000,00 ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Septianah, S.H.l., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. dan Samsudin Djaki, S.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mamat
Rakhmat, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. Septianah, SHI., MH.
Hakim Anggota

Samsudin Djaki, S.H.
Panitera Pengganti

Mamat Rakhmat, SH.
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Perincian Biaya:
. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
. Proses : Rp. 50.000,-
. Panggilan : Rp. 150.000,-
. PNBP.Panggilan : Rp. 20.000,-
. Redaksi : Rp. 10.000,-
. materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu)

o 0o~ WDN P
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